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PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK-;MEREK TERKENAL
DI INDONESIA '

Oleh : Nyoman Serikat Putra Jaya.

I

Sesuai denga.n proposal- dan surat dari Panitia Seminar Nasional *
Penegakan Huknm HaKi Dalam Konteks Perlindungan Ekonomi Usaha Kecil Da:;1
Menengah “, kami ditugaskan untuk memberikan pokok-pokok pikiran tentang
.maszlll-ah * Perlindungan Hukum  Atas Merek-Merek Terkenal Di Indonesia « .
Berbicara perlindungan hukum | bi‘s_a menyangkut _aspek hukum admin.istrasi .
hukum perdata dan hukum pidana . Sesuai_ dengan iatar belakang diadakannya
. seminar ini ialah “Guma lebih menjamin perlin_durigan hukum HaKI étas_ produk-
produk suatu daerah dalam konteks pengembangan usaha - usaha kecil dan

menengah , maka ‘salah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi adalah masalah

yang berkaitan dengan penegakan hukm di bidang. HaKl itu sendiri “ . Tujuan =

diadakannya seminar ini sesuai dengan proposal adalah : (1) mensosialisasikan
kebija_kan perlindungan HaKl , dan (2) mencati mode! penegakan hukum HaKl
_ dalam  konteks perlindungan usaha kecil dan meneﬁgdh . Penegakan hukum
secara umuﬁn meiiputi ruang lingkup hukum administrasi , hukum perdata dan
hukum pidana . Pada kesempatan ini , sesuai déngan bidang yang kami geluti |
pembahasan akan kami fokuskan pada penegakan hukum pidana , walaupun secara
sepintas aspek perdatanya akan kami singgung pula A '

Tiga bidang yang termasuk Hak atas Kekayaan Intelektual adalah
(1) Hak Cipta ( “Copyright” ). , (2)-Pﬁ{én ( “ Patent” ) dan (3) Merek Dagang (
“trade mdrké”) . Masing—masing. HaKl tersebut di Indonesia telah memperoleh
perlindungan melalui uridang~undang. . Hak Cipta mendapat perlindungan dengan
UU No. 7 Tahun 1987 jo UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta , Hak
Paten melalui UU No. 6 Tahun 1989 jo UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten
dan Hak Merek melalui UU No. 19 Tahun 1992 jo UU No. 14 Tahun 1997
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tentang Merek . Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1987 ]0 UU No. 12 Tahun
1997 , ciptaém yang dilindungi adalah flmu , Seni dan Sastra , .seper‘ti karya tulis
berupa ceramah , lagu-lagu ciptaan , naskah drama dan seni 'rupa. Untuk hak
cipta tidak ada keharusan untuk didaftarkan . Paten yang dilindungi menurut UU
No. 6 Tahun 1989 jo UU No. 13 Tahun 1997 adalah penemuan di bidang
~ teknologi yang memiliki sifat baru , langkah inventif dan 'daf)at diterapkan di
bidang indusfri . Merek yang dilindungi menurut UU No. 19 Tahun 1992 jo UU
No. 14 tahun 1997 adalah tanda yang berupa gambar , nama , kata , huruf-huruf
, angka-angka , susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang
memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan
.jasa. Baik hak paten maupun hak merek dagang supaya mendapat perlindungan
hukum , baik secara perdata maupun pidana , pemilik ada kewajiban untuk
-mendaﬂarkannya : _ -
| | Dengan  disabkannya “Agreement Establising The World Trade
Organization” melalui | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 | tanggal 2
November 1994 | tﬁcmbawa konsekuensi “bahwa Indonesia harus menye'suaikan.
atau mengharmonisasikan sistem HaKlinya sehingga perlu mengadakan revisi
terhadaip perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual . Dengan
demikian akan selaras atau setidak-tidaknya memenuhi ketentuan-ketentuan dalam
C“TRIP”S AGREEMENT * . Perundang-undangan di bidang HaKl, meliputi Undang-
Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten , dan Undang-Undang Merek . Dalam
kesempaain ini , kami hanya akan menyoroti perlindungan hukumn atas - merek

terkenal , sesuai- dengan sub bahasan yang ditugaskan kepada kami oleh panitia .

I
'Sebagai konsekuensi keikutsertaan indonesia dalam Perjanjian pendirian
“WTO” dan “TRIP”S AGREEMENT “ |, maka Pemerintah Indonesia bersama DPR
telah berhasil menelorkan U.U No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 19 .Tahun 1992 TENTANG MEREK “. Adapun. yang



dijadikan dasar pertirﬁbangan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut dapat dilihat
dari konsiderannya , yaitu : :

M bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang _berlangsung cepat |

terutama di  bidang p.erekonomi_an baitk di tingkat nasional- maupun

internasional , pemberian perlindungan hukum yang semakin efektf

terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual | .khususnya di bidang Merek ,

perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik

bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan dan penanaman

‘modal yang sangat diperiukan dalam pelaksénaan pembangunan nasional

yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil , makmur ,

maju , dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasaf 1945

B bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan
tentémg Aspek-Aspek Dagang Hak atas Kekayaan intelektual (* Agreement |
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade
.in Counterfeit Goods/ TRIP’S ) , yang merupakan bagian dari Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ( “Agreément Establishing
The World Trade Organization” ) sebagaimané telah disahkan dengan
undang-nindang . berlanjut dengan melaksanakah kewajiban  untuk
menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas
Kekayaan Intelektual tertnasuk merek dengan persetujuan internasional
tersebut . I

B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan
b, serta memperhatikan peniiaian terhadap segala pengalaman , khususnya
kekurangan selama pelaksanaan undang-undang tentang Merek , dipandang
perlu untuk mengubah dan menyempumakah beberapa ketentuan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1992 deéngan undang-undang . |

bengan ‘demikian jelas, bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 dimaksudkan

untuk menyesuaikan perundang-undangan di bidang Merek , dengan ketentuan -



ketentuan atau standar-standar internasional , sebagai konsekuensi logis dari
keikutsertaan Indonesia dalam WTO maupun TRIP”S .

Seperti telah dikemukakan di atas pada angka 1, oleh Panitia kami
ditugaékan untuk memberikan pembahasan  “Perlindungan Hu_quh Atas Merek.
Terkenal “. Namun sangat disayangkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor
19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek, yang.'
memuat pengertian-pengertian , tidak dijumpai apa yang dimaksud dengan “Merek
Terkenal” . Hanya saja di dalam Pasal 56 ayat(3) UU Nomor 19 Tahun 1992 jo
UU Nomor 14 Tahun 1997 muncul istilah pemiltk Merek Terkenal . Léngkapnya
Pasal 56 tersebut berbunyi sebagai berikut : | |

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat dlajukan oleh pihak yang
berkepentingan berdasarkan alasan scbagaimana dimaksud dalam asal 4 ayat
(1), Pasal 5 , atau Pasal 6. | . |

V) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat

- digjukan oleh pemilik merek yang tidak terdattar. B

(3) Pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .setélah- mengajukan  permintaan
pendaftaran merck kepada Kantor Merek .

(4)'Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada
pemilik merek dan .Kantor. Merek melalm Pengadilan Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 . _ _'

(5) Dalam hal pemilik merek yang. digu’gat _pembatalannya bertempat tinggal di
luar wilayah Negara Republik Indonesia gugatan diajukan melalui
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. B |

Penjelasan Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 1992 jo UU. Nomor, 14

Tahun 1997 antara lain menerangkan bahwa.: “ ayat ini merupakan pengecualian

dari ketentuan yang diatur -dalam ayat (2) . Pengecualian ini dipandang periu

dalam rangka : . |

a. memberikan. per!ind.ungan secara terbatas kepada pemilik merek terkenal

yang tidak terdaftar; dan



b. mendorong pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar untuk mendaftarkan
mereknya . | _ |

Permintaein pendaftaran merek terkenal diproses oleh Kantor Merek setelah
putusan pembatalan merek mempunyai kekuatan hukum tetap . Namun menuruit
Keputusan Menkeh No. M . 03 - HC 02 .01 Tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991,
merek * terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan
dipakai pada barang vang diperdagangkan oleh seseorang atau badan , baik di
wilayah Indonesia atau di Tuar negeri .

Dari penjelasan di atas , jelas kiranya pemilik merek terkenal mendapat

perlindungan yang memadar di Indonesia . Sebagai illustrasi ada baiknya

diketengahkan putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 1445 K /Pdt/ 1995 tanggal

22 Juli 1996, yang menvangkut “Merek Terkenal” antara “Caxton Products

Limited ( Pcrusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara
Selandia Baru } melawan 1. W . sebagai Tergugat 1 dan pémerintah RI ¢q
Departemen Kehakiman | | ¢q Direktorat Jendral Hak Cipta , Paten dan Merek
cq Direktorat Merek sebagai Tergugat Il . Permohonan mana menyangkut
pembatalan pendaftaran- merek milik pengpugat yang dipakai oleh terpugat 1.
Beberapa pertimbangan yang ..pcnting dari putusan Mahkamah Agung adalah
sel)agai berikut: | | ' | |
- menimbang , bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut , permohonan
kasasi dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah
mencrapkan hukum karena berdasatkan Pasal 56 ayat (3) Unadng-Undang
No. 19 Tshun 1992 ( Undang-Undang Merek ) merupakan pengecualian dari
ketentuan yang diatur dalam ayat (2) Pasal 56 tersebut;
- bahwa pengecuali.an ini dipandang periu dalam rangka:
a. memberikan perliﬁdungan secara terbatas kepada pemilik merek terkenal
yang tidak terdaftar ' _
" b. mendorong pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar  untuk
mendaftarkan mereknya ;

- bahwa dari penjelasan Pasal 53 ayat (3) tersebut dapat disimpulkan :



. untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terkenal oleh pemilik merek
yang tidak terdaftar , cukup pemilik tersebut, mendaftar saja pada Kantor
Merek ,- tidak perlu menunggy ditolak atau dikabulkan pendaftaran mereknya
. Pendaftaran merek baru diproses setelah putusan pembatalan merek yang
dipersengketakan itu mempunyai kekuatan hukum tetap .

. bahwa Penggugat asal untuk memenubi bunyi Pasal 56 ayat (3) telah
mengajukan permohonan pendaﬁ'aran mercknya pada Direktorat .Jendrall Hak

-Cipta , Paten dan Merek pada tanggal 23 Oktober 1993 | sehingga gﬁg@tan
pembatalan merek asal telah memenuhi persyaratan perundang-undangan .',.

B bahwa merck Treasures telah .'d_ipe_rgunakan di luar negeri seperti  di
Selandia Baru , Australia , Fiji , Papua dan lain-lain ; _

B bahwa merek tersebut adalah merek berbahasa Inggris yaitu Treasures
dengan lukisan ; |

B bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang no. 19 Tahun 1992 | merek
hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan oleh pemilik
merek vang beritikad baik ;

B bahwa dengan memperﬂunakan merek bemama asing yaitu “Tresures” yang
telah dipakai di luar negeri , Tergugat asal ingin memetik keuntungan dan
kepopuleran atas merek tersebut | |

W bahwa apa scbabnya Tergugat tidak memakal merek dalam bahasa
_Indonesia? Mengapa sampai memakai. merek “Treasures” yang sudah dipakai

oleh negara lain ? Oleh karena itu Tergugat asal ingin - mendapatkan
keuntungan dari ketenaran merek luar negeri tersebut ;

m bahwa meng,mg,at di mana sekarang sedang hangat-hangatnya memberantas
penituan-peniruan  merek internasional , ‘ada baiknya Indonesia jangan
dijadikan forum bagi peniruan merek internasiofal ;

M Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka
menurut  pendapat Mahkamah Agung, . tlerdapat cukup alasan untuk

menerima permohonan kasasi yang diajukan dari Pemnohon Kasasi Caxton

Products Limited tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri



Jakarta Pusat ( Varia Peéradilan , Tahun XIII , No. 145 , Oktober 1997 , hal
14-15 ), |

Dengan demikian , supaya merek terkenal mendapat perlindungan di Indonesia
, sudah .sepantasnya- si Pemilik Merek Terkenal tersebut mendaftarkan

mereknya pada Kantor Merek . ' ‘ |
Persyaratan pendaftaran merék pada Kantor Merck bagi pemilik merek
pada umuﬁnya dan pemilik merek terkenal pada khususnya , merupakan prasyarat .
agar merek tersebut terlindungi , baik dari sudut hukum perdata , maupun huicu,m
pidana . Sebagai illustrasi bagaimana pendaftaran merek untuk = mendapat
perlindungan khususnya dari aspek hukum = pidana , kiranya tidak terlalu
menyimpang apabila kami kemukakan pelanggaran “Hak Paten” di mana dakwaan
Jaksa Penuntut Umum kandas gara-gara pelanggaran hak paten itu dilakukan
sebelum si Pemilik Hak Paten mendaftarkan hak patenva. ke f)irjen Hak Cipta ,
Paten dan Merek , yaitu Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 581 .K/Pid/ 1998
, tanggal 16 Maret 1999, di mana dari putusan MARI tersebut dapa;t disimpuﬁcan
bahwa * Terdakwa telah terbukti di persidangan melakukan perbuatan yang
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu_. terdakwa telah membuat | 'menjual. ,
menyerahkan , menyediakan untuk dijual barang hasil produksi yang telah diberi
Hak Paten atas nama pemegang hak paten pada 9 Juli 1993 Reg. Nomor 1.D.0O
-, 000 .006 .S, terhadép barang berupa lis profil berbentuk jamur . Namun
perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada tahun 1992 , sebelum s_aksi
memperoleh Hak Paten atas barang tersebut . Dengan fakta ini , maka perbuatan
terdakwa yang terbukti tersebut, bukan merupakan perbuatan pidana ex Pasal 127
jo Pasal 17 Undang-Undang No . 6 Tahun 1.989 - sebagaimana yang didakwakan
oleh Jaksa Penuntut Umum |, sehingga terdakwa .“dilepas dari segala tuntutan

hukum” ( Varia Peradilan Tahun XIV Nomor 168 September 1999 ).

1 .
Menurut Pasal 1 angka 1 UU.No. 19 Tahun 1992 jo UU. No. 14
Tahun 1997 Tentang Merek , yang dimaksud dengan “Merek” adalah tanda yang



berupa gambar , nama , kata , huruf-huruf , angka-angka , susunan warna atau
kombinasi dari unsur-unsur. tersebut vang memiliki dayé pembeda dan digunakan
dalam kegiaian perdagangan barang atau jasa . _Sedangkém merek dagang i‘nenurut
Pasal 1 angka 2 adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan
oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya . Pasal 1 angka 3 menentukan
bahwa merek . jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang djpérdagangkan
oleh sescoarng atau secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan
dcngaﬁ Jasa-jasa sejenis lainnya . Nampaknya pembentuk undang-undang khususnya
UU No. 14 tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No . 19 Tahun
1992 Tentahg Merek mengadakan perluasan tentang “ tanda “ yang dijadikan

kriteria merek yang berupa : gambar , nama , kata , huruf-huruf | angka-angka ,

susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut , tetapi juga “ indikasi

‘geografis dan indikasi asai“ .

Pasal 79 A UU No. 19 Tahun 1992 jo UU No. 14 Taun 1997 , menentukan
indikasi geografis .dilindungi sébagai. tanda yang menunjukkan daerah asal suatu
barang vang karecna tfaktor lingkungan geografis termaéuk faktor alam , fak_for
manusia , atau kombinasi dari kedua faktor tersebut mcn_iberikan'ciri dan kualitas
tertentu pada barang vang dihasilkan . Indikasi geog‘raﬁs_ ini banya mendapat
perlindungan , setelah terdaftar di Kantor Merek . sedang menurut Pasal 79 D,

Indikasi asal dilindungi sebagai suatu tanda yang: memenuhi ketentuan Pasal 79

A ayat (1) , tetapi tidak didaftarkan atau semata-thata menunjukkan asal suatu

barang atau jasa. ‘ _
Tindak pidana di bidang Merek dalam UU. No. 19 tahun 1992 jo

UU. No. 14 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 81-84 .
Pasal 81 : Subjeknya :'Orang atau Badan Hukum
‘Unsur-unsurnya : 1. yan'g dengan sengaja .

2. tanpa hak |

3. menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya . |




4. dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum
fain . ’ _
5. untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau
diperdagangkan . o
ancaman pidananya : pidana penjara paling lama 7 'tahuh dan denda paling
| banyak Rp. 100. 000 . 000 - o |
Pasal 82 :subjeknya Orang atau Badan Hukum
Unsur-unsurnya : 1. yang dengan sengaja .
2. tanpa hak. _
3. menggunakan merek yang sama pada. pokokrya .
4. dengan merek ferdaftar milik orang lain atau badan hukum
lain . | -
5. untuk harang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau
diperdagangkan .-
Ancaman pidananya @ pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paiing
| banyak Rp. 50 .000 . 000,-
Pasal 82 A : Subjeknya Orang atau Badan Hukum
" _'.(l) Unsur-unsufn&a: t yang dengan sengaja .
tanpa hak .
- menggunakan tanda yang' sama pada keseluruhannya .

dengan indikasi geografis milik pihak lain .

SO

untuk barang yang sama atau se¢jenis dengan bafang.
_ yang terdafiar. _ _
Ancaman pidananya : pidana penjara paling Jama 7 tahun dan denda paling
B banyak Rp. 100 . 000 . 000.-

(2) Unsur-unsurnya : 1, yang dengan sengaja .

2. tanpa h.ﬁk.

3. menggunakan tanda yang sama pada pokoknya .

4. dengan indikasi geografis milik orang lain.



5. untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang
yang terdaftar .
Ancaamn pidananya : pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling.
banyak Rp. 50 . 000 . 000 - -
(3) merupakan alasan penghapus penuntutan , jika yang menggunakan tanda
dengan indikasi geografis tersebut beritikad baik .
Pasal 82 B Subjeknya Orang atau Badan Hukum
Unsur-unsurnya : 1. dengan sengaja
2. tanpa'ha-k.
3. menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi
asal .
4. pada barang atau jasa.
5. sehingga dﬁpat memperdaya atau menyesatkan masyarakat
mengenai asal barang atau jasa tersebut . |
Ancaman pidananya : pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling
banyak Rp. 50 .000 .000,-
Pasal 83.mcnentuk_an tindak pidana dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 82 A dan
Pasal 82 B adalah kejahatan .
Pasal 84 : subjeknya Orang atau Badan Hukum _
(1) Unsur-unsurnya : 1. yang memperdagangkan barang atau jasa
2. yang diketahui atau patut diketahui .
3. bahwa barang atau jasa merupakan hasil pelanggaran
sebagaimana dimaksud -da.lam Pasal 81, Pasal 82 , Pasal
82 A dan Pasal 82B. |
Ancaman pidanaya . pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda pﬁl_ing
banyak Rp. 10. 000 . 000 -
(2) muncntukdn tindak pidana dalam (1) adalah pclanggaran

Dari perumusan dalam pasal-pasal tentang tindak pidana di bidang merek , jelas

terlihat bahwa unsur “ terdaftar  bagi merek kecuali dalam Pasal 82 B tentang

indikasi asal | 'mérupakan unsur yang utama dalam arti apabila merek tersebut
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tidak terdaftar maka pasal-pasal tersebut tidak dapat_diterapkar{ . Demikian juga
untuk merek terkenal , supaf;a mendapat perlindungan dari aspek hukum pidana ,
sudah sewajarnya pemilik baik perorangan , bersama-sama ataupun badan hukl;m
apbila hasil produksi baik berupa barang 'afau jasa yang akan diperdagangkan di

[ndonesia mendaftarkan mercknya pada Kantor Merek .

v

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana di bidang merek , UU No.

19 Tahun 1992 jo UU.No. 14 tahun 1997 , menyediakan lembaga penyidik yang
terdiri dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia danh Penyidik Pejabat
Pegawai Negerl Sipil { Penyidik .PPNS) yang semula berdasarkan UU No. 19 tahun
1992 memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan haéil penyidikan
kepada Penuntut Umum , mengalami perubahan berdasarkan UU No. 14 Tahun
1997 yaitu memberitahukan dirhulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi.
Negara RI dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Pejabat Polisi Negara RI . Nampaknya pembentuk undang-un_dang
menyadari kekeliruannya bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Penyidik
PPNS berada di bawah koordinator dan péngawasan'Penyidik Pejabat POLRI . ._
| Penjelasan angka 17 ( Pasal 81) menentukan bahwa perubahan'

frasa “setiap orang “ menjadi barangsiﬁpa “ dimaksudkan untuk menegaskan
ptinsip bahwa yang dapat dikenakan ancaman pidana adalah orang atau badan
hukum . Im berarti bahwa menurut UU No. 19 Tahun 1992 jo UU. No. 14 Tahun
1997 , selain orang juga badan hukum dapat melakukan tindak pidana merek dan
"dipertanggung jawabkan dan dipidana . Namun sayangnya tidak ada ketentuan yang
memberi kriteria kaﬁan suatu badan hukum itu melakukan tindak pidana di bidang
merek . Begitu juga sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap badan hukurr
apakah sanksi pidana berupa pidana penjara ataukah denda saja . Dalam
penjelaé.dnnya tidak ada keterangan yang memberikan jawaban terhadap masalah |
tersebut . Dengan demikian, secara teori , terhadap badan hukum dapat dijatuhkan
pidana penjara dan pidana denda, lebih-lebih pola ancaman pidana dalam UU. No.



19 Tahun 1992 jo UU.No. 14 Tahun 1997 menggunakan pola kumulasi ( pidana
'penja_ra dan denda ) . Ini mewajibkan / mengharuskan hakim untuk menjatuhkan

kedua jenis. pidana pokok tersebut .
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